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Potret Media 
di Indonesia 

• Ross Tapsell (2017), “Media Power di Indonesia Oligarchs, Citizens and the Digital 
Revolution,”: ada sebelas konglomerat digital yang mengendalikan media di 
Indonesia melalui kontrol televisi, radio, media cetak dan online.

• Yanuar Nugroho, dkk (2012),’’Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di 
Indonesia’’: 

• 1. Pemilik media membuat media menjadi sebuah komoditas, dengan pemirsa
diperlakukan hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang sah. 
Konsentrasi industri media yang terjadi melalui merger dan akuisisi antar
perusahaan-perusahaan media telah mengancam semangat ‘keragaman
kepemilikan’ dan ‘keragaman informasi’ di media.

• 2. Sebagai alat untuk kekuasaan, media menanggung bias yang tidak dapat dihindari
karena adanya intervensi dari pemilik media, yang juga termasuk keharusan untuk
mendukung kebijakan pemerintah dan korporasi ketika menciptakan konten
(terutama konten berita), serta mendistribusikannya kepada pemirsa. Informasi
publik di media menjadi hak istimewa dari industri: mereka mengkonstruksinya dan 
pada saat yang sama mengkontestasikan konten tersebut dengan media lainnya. 
Hasilnya, warga negara hanya terpapar oleh informasi yang terbatas, karena
kebanyakan isu-isu penting yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan politik
disampaikan oleh media secara selektif.

• 3. Sebagian besar perusahaan media merujuk pada rating dalam memproduksi
kontennya. Acara-dengan rating tinggi akan diduplikasi, sehingga menghasilkan
duplikasi konten. Alhasil, media cenderung untuk beroperasi dengan merekayasa
keinginan warga negara kemudian mengklaimnya sebagai kebutuhan. Dengan cara
itulah media membentuk opini publik dan kepentingan publik dalam berbagai isu. 



• Apa Isu Kehutanan yang Mengemuka di Tahun 2020:

1. Menteri LHK Putuskan Kerja Sama dengan WWF Indonesia 
(Februari)

2. Hutan Adat Laman Kinipan-Penangkapan Effendi Buhing
(Agustus)

3. Menteri Siti Nurbaya dan Hutan Harapan (Agustus)

4. Karhutla – Penegakan Hukum untuk Korporasi (September)

5. Omnibus Law – Sektor Kehutanan (Oktober)

6. Perusahaan Sawit Korindo Bakar Hutan di Papua (November)

7. Peraturan Menteri LHK: Hutan Lindung Bisa untuk Food 
Estate (November)

• Riset sederhana dengan sampel media:

A. Independen:  kompas.com dan tempo.co  

B. Pengusaha/partai/pemerintah: mediaindonesia.com dan 
republika.co.id 

C. Pengusaha/non partai: detik.com dan bisnis.com 

Bagaimana Isu
Kehutanan
dalam
Bingkai/Kaca-
mata Media?



MEDIA \ ISU 1 2 3 4 5 6 7 KETERANGAN

Kompas.com 1 14 0 0 32 20 6 1. Keyword (KW): WWF Indonesia, Siti Nurbaya [04 Feb] 

2. KW Laman Kinipan, Effendi Buhing

3. KW: Siti Nurbaya, Hutan Harapan

4. KW: Kebakaran hutan, perusahaan

KW: karhutla, pelaku: ada banyak

5. KW: Omnibus law, hutan

6.KW: Korindo, Sawit

BBCIndonesia.com kerja sama dengan Kompas.com

7.KW: Siti Nurbaya, food estate 

Tempo.co 8 36 10 6 42 2 4

Mediaindonesia. com 1 1 0 5 30 3 6

Republika.co.id 4 1 0 7 50 3 0

Detik.com 3 16 0 7 40 13 4

Bisnis.com 3 2 0 10 -- 1 -

Metode:  untuk mengetahui jumlah berita dengan memasukkan kata kunci (keyword/KW) ke dalam search engine 
masing-masing media online

Tabel: Jumlah berita pada media berdasarkan tujuh isu kehutanan (2020)



KLHK Putuskan Kerja Sama dengan WWF Indonesia 

Bisnis.com

Mediaindo
nesia.com



KLHK Putuskan Kerja Sama dengan WWF Indonesia 



Hutan Adat Laman Kinipan, Kalteng: Penangkapan Effendi Buhing
Bisnis.com



Menteri LHK Siti Nurbaya dan Hutan Harapan

Mediaindonesia.com, 29 Sep 2016



Kebakaran Hutan dan 
Lahan – Perusahaan  



Omnibus Law – Sektor Kehutanan

Pemberitaan mediaindonesia.com



Perusahaan Sawit Korindo Bakar  Hutan di Papua 



Perusahaan Sawit Korindo Bakar  Hutan di Papua 

Mediaindonesia.com



Permen LHK Hutan Lindung Bisa Jadi Food Estate 

Bisnis.com

Mediaindonesia.com



Catatan dan Penutup

1. Isu Omnibus Law,  hutan adat Laman Kinipan (penangkapan Effendi Buhing),  pembakaran hutan di 

Papua oleh perusahaan sawit Korindo, dan kasus kebakaran hutan/lahan di Sumatera dan Kalimantan, 

banyak diberitakan media mainstream.  Magnitude kasus-kasus itu memang besar dan menjadi

perbincangan publik.  Unjuk rasa mahasiswa dan buruh terhadap Omnibus Law berlangsung di 

berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut juga menjadi trending topic di media sosial. 

2. Pemberitaan isu kehutanan oleh mediaindonesia.com lebih menyuarakan kepentingan pemerintah dan 

korporasi.  Pada kadar yang lebih rendah, hal itu juga dilakukan oleh bisnis.com.

3. Isu/topik KLHK memutuskan kerja sama dengan WWF Indonesia tidak terlalu banyak diberitakan

media. Hanya Tempo yang melakukan indepth report dan menjadikannya laporan utama.  

Mediaindonesia.com dan bisnis.com memberitakan itu tersebut dengan nada pro-KLHK. Mereka

mengutip anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo. Sosok ini memang selalu bersuara

minor terhadap LSM dan pro kepada perusahaan. 

4. Laporan utama Tempo edisi 3 Agustus 2020  menyorot tentang izin dari Menteri LHK Siti Nurbaya

kepada cicit usaha Rajawali Corpora milik taipan Peter Sondakh untuk membangun jalan angkut batu 

bara di Hutan Harapan (Jambi dan Sumatera Selatan). Menteri LHK merevisi aturan yang melarang

jalan tambang di area restorasi sebelum menerbitkan izin tersebut. Sayangnya, tidak ada media lain 

yang mengutip atau memberitakan kasus tersebut.  Hal itu menunjukkan egoisme dan jaga gengsi

antar media terus berlangsung. 



5.  Isu perusahaan sawit Korea (Korindo) membakar hutan di Papua menjadi ramai.  Kompas.com dan detik.com 

banyak memberitakan karena keduanya kerja sama pemberitaan dengan bbcnews.com. Kantor berita Inggris

ini memang digandeng Forensic Architecture dan Greenpeace yang melakukan investigasi di Merauke, Papua.

6.  Tempo unggul dalam liputan investigasi karena habitus jurnalisnya dituntut menghasilkan indepth report.  

Selain itu, ada tim wartawan khusus di desk investigasi. Mereka juga mengembangkan program Investigasi

Bersama Tempo yang melibatkan jurnalis dari daerah. Faktor-faktor ini yang tidak ada pada sebagian besar

media di Tanah Air.  

7.  Sejumlah investigasi Tempo terkait isu lingkungan/kehutanan bekerja sama dengan LSM dalam dan luar

negeri. Antara lain Auriga Nusantara, Pulitzer Center, Begitu juga dengan media online, yaitu mongabay.com 

dan betahita.id.

8.  Omnibus Law makin menunjukkan cengkraman oligarki dalam kehidupan ekonomi-politik dan media massa di 

Tanah Air.  Kekuatan civil society dilemahkan. Pemerintah (Kementrian Koordinator Perekonomian) kini

menggandeng media untuk mensosialisasikan RPP Omnibus Law melalui iklan layanan masyarakat dan 

sejenisnya. Media independen dan kritis yang anjlok pendapatannya karena pandemic Covid, rentan

terhadap hal ini.

9.   Peliputan investigasi, apalagi yang ada di Indonesia Tengah dan Timur, membutuhkan dana yang besar.  

Banyak media besar tidak sanggup membiayainya.  Kolaborasi antar media, juga media dengan lembaga non 

pemerintah untuk melakukan peliputan mendalam (investigasi) sangat mendesak dilakukan. KEHATI dan 

lembaga konservasi (atau yang bergerak di isu lingkungan) dapat mendanai peliputan kolaboratif tersebut. 

SIEJ dapat menjadi lead/koordinator untuk peliputan investigasi yang melibatkan antar media.        




